Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi–tingginya. Pembangunan  kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi Bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) kesehatan mempunyai peran yang sangat significant dalam mengukur keberhasilannya. IPM adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang paling mendasar  dilihat dari kualitas fisik dan non fisik, yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks kesehatan dalam IPM  diukur melalui Angka harapan Hidup. Kesehatan dianggap sebagai investasi yang dapat meningkatkan produktifitas individu dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, serta norma – norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Karanganyar dengan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Kesehatan Nasional, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Karanganyar harus diselaraskan dengan penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Kesehatan Nasional Kesehatan. 
Perencanaan yang baik, harus memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku dan perpaduan dari sistem bottom up dan top down. Oleh karena itu disusunlah Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 yang mengkompilasi berbagai kebijakan sekaligus mewadahi aspirasi masyarakat yang diusulkan pada saat Musrenbang.

1.2  Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan ini adalah 

1.         Landasan idiil yaitu Pancasila
2.         Landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945
            khususnya:

a. Pasal 28 A : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan.

b. Pasal 28 B ayat (2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,  tumbuh, dan berkembang.

c. Pasal 28 C ayat (1) : setiap orang berhak mengembangkan diri  melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

d. Pasal 28 H ayat (1) ; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan  batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3): setiap orang berhak mendapat jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

e. Pasal 34 ayat (2) : Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan ayat (3) : negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

3.  Landasan Operasional yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah   beberapa   kali   terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008 Nomor 59, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4844 );
f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
j. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
k. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
l. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
m. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5234);
n. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
o. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan  Beracun (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4828);
w. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
x. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008  tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
y. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15)
z. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar Nomor 440/91 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2018
1.3   Maksud dan Tujuan

 Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Karanganyar Tahun 2017 adalah :  

1. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Tahun 2014-2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017,
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, 
3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Karanganyar di bidang kesehatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupeten Karanganyar Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a) Menjabarkan sumber daya yang dimiliki SKPD
b) Melakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD
c) Menjelaskan isu-isu penting yang dihadapi dan harus ditangani oleh SKPD
d) Melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat
e) Melakukan telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi
f) Menjelaskan Gambaran Program dan kegiatan yang dilakukan SKPD pada tahun 2017
1.4   Sistematika Penulisan
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